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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP + 197009241998032004
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasl, Usaha Kectl dan Menengah Provingt DK) Jakarta
. Triwulan
NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja 1 M I m W Tahunan Keterangan
SASARAN STRATEGIS
1 |Peningkatan Peran Industri | 1 [Kontrbusi Sektor e-SAKIP  [DASAR HUKUM: N/A N/A N/A 123 123 Persentase
Dalam Perekanomizan Perindustrian terhadap 1. Permgnperin Nomor 15 Tahun 2020 fentang Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (level tujuan strategis)
Daerah Perekonomian Daerah 2. Pergub DKT Jakaria Nemor 53 Tahun 2021 {entang SOTK Dinas PPKUKM
3. Pergub DK] Jakaria Nomor 57 Tahun 2022 tantang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dagrah
DEFINISY:
Kontibusi Sektor Perindustrian ferhadap Perekanomian Dasrah adalah Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengalahan Nonmias
terhadap total PDRB
METCODE PENGUKURAN:
(FDRB Saktor Sekior Industri Pengotahan Nonmigas/PORB) x 100%
SUMBER DATA:
BPS
2 |Peningkatan Peran 1 [Persentase Kontribusi PDRB |  e-SAKIP  [DASAR HUKUM: N/A NIA N/A 16,9 169 Persentase
Perdagangan Dalam Seklor Perdagangan 1. Permendag Nomor 40 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020 - 2024 (level tujuan dan sasaran strategis)
Perekoncmian Daeraly 2:Pergub DKt-Jakaria Nomar 53-Tahun 2021 tentang SOTK Dinas PPKUKM
3. Pergub DKI Jakaria Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
DEFINIS!:
Persentase Konribusi PDRB Seklor Perdagangan adalah persentase PDRB Sektor Perdagangan terhadap total PDRB. Sekior perdagangan
yang menjadi kontributor terhadap PDRB: Perdagangan Basar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
METODE PENGUKLURAN:
(PDRE Seklor Perdagangan/PORB) x 100%
SUMBER DATA:
BPS
3 [Peningkatan Resiliensi 1 |Persentase Pertumbuhan Pely  &-SAKIP  [DASAR HUKUM: N/A NIA N/A 45 45 Persentase
Perekonomian Me'alui 1. Pergub BKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas PPKUKM
Peran Keperasi dan 2. Pergub DKI Jakaria Nomor 57 Tahun 2022 tentang Crganisasi dan Tata Ketja Perangkat Daerah
Pembinaan Kepada Usaha 3. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewlrausahaan Terpadu
Mikro, Kecil, dan Menengah
DEFINISI:
Indikator ini akan menunjukkan angka perfumbuhan pelaku UMKM setiap tahunaya di Provinsi DKI Jakarta
Kritetia palaku UMM adalah seluruh UMKM yang terdaftar di jakpreneur.jakarta.go.id
METODE PENGUKURAN:
((Jumlzh pelaku UMKM tahun n - Jumtah pelaky UMKM tahun n-1)Afumlah pelaku UMKM tahun n-1) x 100%
SUMBER DATA:
DPPKUKM
4 |Penumbuhan Nila-nitai 1 |Jumlah koperasi yang berkuall  o-SAKIP  [DASAR HUKUM: NA NIA 25 25 50 Koperasl

Kewirausahaan Dalam

Upaya Mencapai
Kemandirian Ekonomi

1, Peratyran Menter Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyzlenggaraan Pemerintahan Daerah

2, Permenkop dan UKM No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkop dan UKM No. 5 Tahun 2020 %entang Renstra Kementerian
Koperasi dan UKM Tahin 2020-2024 (level tujuan)

3. Pergub DKI Jakaria Nomor 53 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas PPKUKM

4, Porgub DK Jakaria Nomar 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dasrah




DEFINISI:
Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan: 1. Bersertifikat NIK 2. Melaksanakan RAT 3, Peningkatan valume usaha dan aset.
METODE PENGUKURAN:
Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya
SUMBER DATA:
0DS KemenkopUKM dan DPPKUKM
2 |Persantase Pelaku UMKM e-SAKIP  (DASAR HUKUM: N/A N/A NiA 62 62 Persentase
yang meningkat kapasitasnya 1. Peraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
2. Pargub DK Jakarta Nomar 53 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas PPKUKM
3. Pergub DK) Jakaria Nemor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
DEFINISI:
Persentasa Pelaku UMKM yang telah memifiki usaha atau mengalami peningkatan omset, aset dan atau tenaga kerja dan/ atav mengalami
peningkatan dengan telah berhasil melakukan ekspor ke luar negeri .
METODE PENGUKURAN:
(Jumtah Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya / Jumlah Pelaky UMKM Binaan) x 100%
SUMBER DATA:
Data internal (Sistern Jakpreneur)
§ |Peningkatan Produktivitas 1 |Persentase Perfumbuhan Sek]  o-SAKIP  [DASAR HUKUM: N/A NA NIA 85 6,5 Persentase
dan Daya Saing Industri 1. Parmenperin Nomar 15 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 {level tujuan strategis)
Bemwawasan Lingkungan 2. Pergub DK Jakaria Nomor 53 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas PPKUKM
3. Pergub DK! Jakaria Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisast dan Tata Kerja Perangkat Daerah
DEFINISI:
Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian adalah nllal persentase PDR8 Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun n dikurangi
dengan nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas tahun n-1 dibagi dengan PDRB Sektor Industri Pengelahan Nonmigas tahun n-1.
Metoda Pengukuran:
({PORB Sektor Industri Pengatahan Nonmigas tahun n - PORB Sektor Industrd Pengofahan Nonmigas tahun n-1)/PDRB Sektor industi
Pengolahan Nonmigas tahun a-1) x 100%
Sumber Data:
BPS
6 [Peningkatan daya saing 1 |Persentase pertumbuhan &-SAKIP  [DASAR HUKUM: N/A NiA, NIA 56 56 Persentase
sektor perdagangan PDRB sektor perdagangan 1. Permendag Nomor 40 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020 - 2024 (level tujuan dan sasaran strategis)
2. Pergub DK Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tantang SOTK Dinas PPKUKM
3. Pergub DK Jakarta Nemor 57 Tahun 2022 tentang Crganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
DEFINISI:
Persentasa Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah nilal persentase PDRB Sektor Perdagangan tahun n dikurangi dengan nilai
PDRB Sektor Pardagangan tahun n-1 dibagi dengan PORB Saktor Perdagangan tabun n-1.
METODE PENGUKURAN:
[{PDRB Sekior Perdagangan tahun n - PCRB Sektor Perdagangan tahun n-1yPDRE Sekior Perdagangan tahun n-1) x 100%
SUMBER DATA:
BPS
7 |Berkembangnya Kapasitas, | 1 |Persentase panyelesaian e-Manav KSD [Realisasi penyslesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pameriniahan yang Profesional Sub KSD N/A 100 100 100 100 Parsen
Profesignalitas, dan Iklim rencana aksi KSD Penlngkatan Profesionalitas SOM Pemprov DKI Jakaria
Kerja Aparatur Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Paningkatan Profesionaltas
SOCM Pemprov DI Jakarta




8 |Berkurangnya Ketimpangan | 1 [Persentase penyelesaian e-Monev KSD [Realisasi penyelesatan dibandingkan target penyelasalan rencana aksi Akselerasi Perumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Nia, 100 N/A 100 100 Persen
Serta Tefaminnya rencana aksi KSD Akselerasi Pengendalian inflasi dan Peningkatan ketahanan pangan
Pemenuhan Kebutuhan Pertumbuhan Ekonomi
Dasar dan Perlindungan Pasca Pandemi Sub KSD
Sosial Pengendalian inflasi dan
Peningkatan ketahanan
pangan
2 |Persentase penyelesaian e-Monev KSD |Realisasi penyelesafan dibandingkan target penyalesaian rencana aksi Pananggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, NA N/A 100 100 100 Persen
rencana aksi KSD Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabllitas
Pananggufangan
Kemiskinan Sub KSD
Penghormatan, Pelindungan,
Dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas
3 |Persentase penyelesaian e-Monev KSD |Realisasi penyalesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggu’angan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan WA 100 N/A 100 100 Persen
rencana aksi KSD Kemiskinan
Penanggulangan
Kemiskinan Sub KSD
Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
9 |Meningkatnya Kesempatan | 1 |Persentase penyelasaian e-Monev KSD |Realisasl penyelesaian dibandingkan target penyefesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD 100 100 100 100 100 Persen
Kerja dan Adaptibiltas rencana aksi KSD Akselerasi Pengembangan UMKM
Tenaga Kerja Pestumbuhan Ekonomi
Pasca Pandemi Sub KSD
Pengambangan UMKM
10 |Meningkatnya Stabilitas dan | 1 [Persentase penyelesaian e-Monev KSD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya N/A N/A 100 100 100 Persen
Ietahanan Kota reacana aksi KSD Penanggulangan Banjir
Penanggulangan Banjir dan
Rab Sub KSD Optimalizasi
Upaya Penanggulangan
Banjir
11 | Terakselerasinya 1 |Persentase penyelesalan e-MonevKSD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaizn rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD WA 100 100 N/A 100 Persen
Transformast Digital dan rencana aksi KSD Transformasi Digital
Pengembangan Ekosistem Peningkatan Tata Kelola
Kata Cerdas Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Transformasi Digita!
12 {Tercapainya Pesbaikan 1 |Persentase penyelesaian e-Monev KSD |Realisasi panyelesaian dibandingkan targat penyelesaian rencana aisi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD 100 100 100 100 100 Parsen
Manajemen dan Arsitektur rencana akst KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instanst Pemerintah (AKIP)
Kinarja Pemerintah Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Perwujudan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)
13 | Tercapainya Perbaikan Pola | 1 [Persentase penyelesaian e-Monev KSD [Realisasi penyelesalan dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualits infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub N/A 100 100 NIA 100 Persen
Aktivitas dan Mobilitas rencana aksi KSD KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya
Melalui Pangembangan Peningkatan kualitas
Kota Barorientasi Transit infrastruktur dan layanan
dasar perkotaan Sub KSD
Penyedizan Jalan dan
Infrastuktur Pelengkapnya
SASARAN KHUSUS
14 |Terwujudnya 1 |Opinilaporan Keuangzan e-Kinetja  (Pemyalaan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai ingkat kewajaran informasi yang disajikan dafam tzporan keuangan daerah N/A [ wTP N/A NIA (3 WTP Predikal
penyelenggaraan pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian intemal, kepatuhan tethadap
pemerintahan yang taktis perundangan dan kecukupan pengungkapan (konvers! nifai opini pemeriksaan LK, WTP=3{100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0{25%)}

dan adaptif




15 |Meningkatnya Pemanfaatan | 1 |Persentase PemanfaatanE- | e-Kinefja |Formula Penguhuran : 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
E-Purchasing dalam Crder Jumlah transaks di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan {dikecualikan
Pengadaan Barang dan untuk galon, kopi, teh, gula, dst)

Jasa
SumberData:
Sistem Infosmasi Pemerintah Daerah (SIPD)

16 |Terimplementasinya 1 |Persentase implementasi e-Kineja  |a) Persentase tersusunnya strategi komonikas] program unggutan atau program umum Perangkat Dagrah, 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
rencana srategis rencana strategt komunikasi b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi,
kamunikasi publik untuk publik program unggulan ¢} Persentase tersusunnya materi mitigasi krisls dan bahan komunikas! pada saat krisls dalam kurun waktu <6 jam.
program-pragram umum atau program umum serta d) Parsentaso terpublikasikanmya mater] komunfkas| melalui media internal OPD atau media massa atay madia sosial atau akiivasi luar
dan unggulan Perangkat espon parangkat daerah ruang.

Dagrah pada saat krisis kamunikasi

pregram. Penghitungan:

a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasl program unggulan atau pragram uomum per triwutan,
b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesual strategi komunikasi per triwufan.
€) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwufan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press retease dan data
pendukung) dafam kurun waktu <6 jam.
d) Bebot 30%: PD mempublikastkan materi komunikasi {realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media intemat atau media
massa ataw media sosial atau aktivasi luar ruang par triwulan,

17 | Terwujudnya tata kelota 1 [Predikat SAKIP Perangkat e-Kinerja  [Nllal/Predikat diperoleh dan hasit evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah aleh Inspektorat (nilai: 82) NiA NIA NA A A Predikal
pemerintahan yang Daerah Tahyn 2023 (82) (82)
fransparan dan akuntabe}
|Provinsi DKI Jakarta

18 (Meningkatnya Pengelolaan | 1 |Persentase Arsip Akfifdalam | e-Kineda  (Definisl : Terselesalkanya Pembuatan Deftar Berkas dan Dafiar [si Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit N/A 100% 100% 100% 100% Persenlasa
Arsip pada Perangkat {— |Daftar. Arsip Akfif: Kearsipan (UK):

[Draerah Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Dazrah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon [L
Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon lllSetara.
Unit Pengolah adalah satuan kezja pada pencipta arsip yang mempunyal tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan
dengan kegfatan penciptaan arsip di tingkungannya.
Unit Pergalah : Biro/Bagian/Bidang/nspekiur Pembantw/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Sefuruh UPT)
Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai ugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
Unit Kearsipan (UK) Tingkat Il sebagai berikul  Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,WalikataBupati, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat,Bire Umum
Dasar Hukum:
1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Peraturan Kepala ANRI Nomar 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kaarsipan
3. Peraturan Gubemur Nomor 79 Tahun 2016 tantang Pengelolaan Arsip Dinamis
Panguhuran;
Jumizh Unit Pangolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) [l di bagi jumtah unit Pangelala (UP) pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di kali 106%
-Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesual dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakaria.
- Laporan untuk fingkat Bire-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum sefzke UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK metaporkan ke
Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakartz.
- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesual urusan,
Waktu Penilalan:
TWI :NA
TWI :Pambuatan Daflar Berkas dan Dafiar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januart s.d. Juni,
TWIIE : Pambuztan Daftar Berkas dan DaRar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.
TWIV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember,

19 |Terwujudkannya tatakelola | 1 |Persentase progress eKinerja  [Dofinlsl: 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
50! yang baik melalui pengumpulan data sesuai Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
pemenuhan daffar data daftar data dan batas waktu Data dikumputkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
daerah pengumpulan yang Daftar data dan jadwal rifis berdasarkan Keputusan Gubemur tentang Daftar Data Daerah

ditetapkan dengan

Keputusan Gubsmur




Dasar Hukum :
Keputusan Gubemur Nomer 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Frovinsi Dacrah Khusus tbuketa Jakarta Tahun 2023

Formufa Pengukuran :
[(Jumnlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpuian pada TW tersebut)] x 100%

Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis

Sumber Data ; Dafter Data Daerah (Portal Data}

20 |Meningkatnya 1 [Jumlat omset yang e-Kinerja  |Definisi: 1,326.400.000.000(  1.246.700.000.000{  1.184.100.000.000 701.700.000.000|  4.460.900.000.000 Rupiah
kewirauszhaan yang dihasilkan oleh pelaku Jumiah gmset yang dhasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata ci dalam sistem
berdaya saing wirausaha di wilayah DI Jakpreneur
Jakarta
Sumber Data:
Sistem Jakpreneur
21 [Terkelolanya Keuangan 1 |Persentase Invenfarisasl eKinerja  [Definisi: N/A 10% 55% 100% 100% Presentase
Daerah yang Sehat, BMD berupa Gedunyg dan Capaian Hasil Invertarisasi Barang Milik Daersh pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.
Trangparan, dan Akuntabel Bangunan pada Pengguna
Barang danfatay Kuasa Kepala Perangkat Daerah metaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKFD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-
Pengguna Barang Tahun masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali,
2023 di masing-masing
PO/SKFD BMD yang selesai diinventarisasi adalah :
1. BMD fidak ada berupa nan fisik.
2. BMD tidak ada berupa fisik.
3. BMD ada, bagian dan aset induk.
4, BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code.
1. Persiapan 10%
a. Bobot §%: PDUKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi
b. Bobot §%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi
2. Pelaksanaan 75%
4. Bobat 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisas!
3. Pefaporan 15%
a. Bobot 5%: PDAUKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI}
b. Bobot 5%: PD/UKFD membuat Berita Acara Hasil Inventarisast (BAHI)
t. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak {SPTJM)
22 |Peningkatan penggunaan 1 |Perserdase realisasi belarja e-Kinerffa  [Definisi: NA NA NA 0% 80% Presentase
praduk dalam negen barangfasa bersertifikat 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termiasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikefjakan oleh
TKDN, preduk dalam negen, perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam
dan/ztau produk usaha mikro neges {seli declare)

kecil dan koperasi darf hasil
produksi dalam negeri

2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjgtaskan kandungan dalam neger pada
barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

Formula Pengukuran ;
Jurrlah realisas! betanja barangfjasa dan betanja modal (kecual tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk
dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi betanja (SPJ) barang/asa dan belanja modal (kecuali tanah).

Sumber Data:
1. Sistern Informasi Pemerintah Daerzh (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Neger
2. Sistern Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DK Jakarta - BPKD

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemesintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

2. Inpres Nomer 2 Tahun 2022 tertang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dars Produk Usaha Mikro, Usaha Kecll,
dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barangllasa
Pemerintah




Manajemen Risiko

Penerapan Manajsmen
Risikp

1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 fentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinst DKI Jakarta
2. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provingi DKl Jakaria

Definisl Operasionak:
Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Intemnal dan penyelenggaraan
Prases Manajemen Ristko mefalui Sisterm Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).

1, Stnztur Manajemen Risko tingkat Perangiat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepata Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik
Risiko (UPR) yang terdiri dari:

a} Pemilik Risiko;

b) Koordinator Risiko; dan

¢) Manajer Risiko.
2. UnitKepatuhan Intermal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepata Perangkat Daerah (Level Esefon
IfKoordinator) yang ditetapkan dalam suatr Keputusan Kepala Perangkat Dacrah
3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dafam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang dilakukan melafui 5 (lima} tahapan:

a) Komunikasi dan konsultasi;

b) Penetapan kanteks;

¢} Penilaian Risiko {dentifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko};

2 |Persentase verifikasi e-Kineja  |Formula Panguhuran : NiA N/A N/A 100% 100% Persentase
realisasi belanja barangfjasa (Jumlah PD dan Biro Sekretariat Daerah terverifasi dibandingkan jumtah seluruh PD dan Biro Sekretariat Daerah) x 100%
bersertifikat TKDN, produk
dalam negeri, dan/alay Sumber Data :
produk usaha mikro kecil dan Laporan hasil kegiatan dan hasit capaianyang bersumber dari:
kaperasi dari hasil preduksi 1. Sistem Infermasi Pemerintah Daerah (S!PD) P3DN Kementerian Dalam Negeri
dalam negeri pada seluruh 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD
PD dan seluruh Biro
Sekeetariat Daerah Dasar Hukum :
Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecfl, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
3 | Terimplementasinya Persentase Implementasi e-Kinerja  |DASAR HUKUM : NIA NiA NIA 100% 100% Persentase
Pengembangan Kompelensi Pengembangan Kompetensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi
ASN Pemerintah Provinsi ASN Pemerintah Provinsi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh} jam pelajaran dalam 1 {salu) takun.
DKl Jakarta 20 Jam DKI Jakarta 20 Jam
Pelajasan pertahun Pelajaran pertzhun DEFINISI:
Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui
Simdikiat BPSDM.Jakarta.go.id
Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DK Jakarta yang mengikufi Pengembangan Kompetensi dari Seluruh
SKPD Pemerintah Provins DKI Jakarta.
Formula Pengukuran :
[{Jumliah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / {(Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pangumpulan pada Minggu
pertarna tanggal § Bulan Desember Triwulan 4)) x 100%
Sumber Data : Simdiklat BPSDM
4 |Meningkatnya Manajemen Persentase penyelesaian e-Kinerja  [DASAR HUKUM : NA NiA 50% 50% 100% Persentase
Pengetahuan tahapan manzjemen 1. Peraturan Gubermur Provinsi DK Jakarta Nomor 184 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.
pengetahuan
DEFINISI:
Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https:iim-
bpsdm.jakarta.go.id
METODE PENGUKURAN :
Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tullsan {wajib terkurmpul sesuai batas waktu pengumpufan pada Minggu
pertama tanggal § Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).
SUMBER DATA :
hitps:/km-bpsdm jakarta.go.id
5 |Implementasi Penerapan Persentase Implemantasi ¢-Kinerja | Dasar Hukum: N/A 40% B0% 100% 100% Persentase




d) Penanganan Risiko; dan

e) Pemantauan,
Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Fermulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profi dan
peta Risiko, dan Fomulir penanganan Risika.

Formula Pengukuran :
[[Jumiah dolumen yang terverifikasi aleh Inspektorat) f {Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas wakit pengumpulan pada
Triwulan 4)] x 100%

Output Sasaran :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Uit Pemilik Risiko (UPR};
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal;

3. Dokumen Formulir Penetapan kanteks Manajemen Risiko;

4, Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;

5. Dokumen Fomulit penanganan Risiko.

Metode Pengukuran :
Tersajinya dekumen-dokumen Implementast Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat:
Triwulan Il :
1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Dagrah ferkait Pembentukan Uit Pemilik Risiko {UPR);
2, Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penefapan Unit Kepatuhan Intemal
Triwulan Il :
1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;
2. Dokurmen Formulir profi dan pela Risiko
Triwulan IV :
1. Dokumen Formufir penanganan Risiko

Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektaorat
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Tercapainya Target Kinerja
Anggaran atas Aspek
Implementasi

Presentase Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek
Implementasi

e-iinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kevangan Daerah

Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta waijib menyediakan informasi Kevangan Daerah dan diumumbkan kepada masyarakat
diantaranya digunakan untuk membantu Gubemur dalam melakukan evahsasi Kinerfa Keuangan Dzerah.”

Definist Operasional :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek impfementasi,

1. Kinerja Anggaran adatah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Evaluasi Kinerja Anggaran alas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi
Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam
1 (satu) Tahun Anggaran,

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dllakukan dengan mengukur variabel sebagal besikut :
1. Pengukuran Capaian Kefuaran kegiatan/subkegiatan:
- divkur dengan membandingkan antara realisasi indikatar Kefuaran (Qutput) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Outpuf) Kegiatan,
Sumber Data ; e- SAKIP

2. Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id

3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan selisih anlara pangeluaran seharusnya dergan pengeluaran sabenamya.
- Pengeluaran sehanusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan ¢apaian Keluaran (Output) Program

atau capaian Keluaran (Qutput) Kegiatan.
- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capalan Keluaran (Output) Program atau
capaian Keluaran (Qutpuf) Kegiatan,
Sumber Data :
a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b. pagut anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
¢. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.
4_Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD

N/A

NiA

NA

%

1%

Persen




Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp=97%

BK =18,2%

Bekk = 43,5%

BE =28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

BK : Bobot kensistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran

BE : Bobot efisiensi

Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan

< 60 = Rendah
>60s.d 70 = cukup
>705.d 90 = Baik
>90s.d 100 = Sangat Baik
SASARAN OPERASIONAL
27 | Terselesaikannya Tindak Persentase capaian e-Kinerja | (Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
Lanjut Arahan Gubernur penyelesaian Tindak Lanjut Gubemur) x 100%
Arahan Gubernur
28 |Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian CRM Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persen
pengaduan masyarakat penyelesaian pengaduan
masyarakat
29 |Terselesaikannya tindak Persentase progress e-Kinerja  |(Jumlah rekomendasi LHP BPK Rl Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah 25% 25% 25% 25% 100% Persentase
lanjut rekomendasi temuan penyelesaian tindak lanjut koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK Rl yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)
hasil pemeriksaan ekstemal rekomendasi temuan hasil
(BPK) pemeriksaan eksternal (BPK)
Jakarta, 2023
Pj. Gubernur Dagerah Khusus Ibukota Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi,
Jakarta, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Dyl Jakarta,
-
Heru Budi Hartono Elisabeth Ratu Rante Allo

NIP 187009241998032004







